BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.972, 2017

KEMENKEU. Revisi Anggaran. TA 2017.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/PMK.02/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menyesuaikan pengaturan revisi anggaran
dengan perubahan kebijakan penganggaran dan
menindaklanjuti  ketentuan Pasal 31  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional, khususnya mengenai perubahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, perlu melakukan penyesuaian
terhadap pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5948);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 253);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017
Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran

Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 194), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Revisi Anggaran meliputi:

a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran
berubah;

b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran
tetap; dan

c. revisi administrasi yang disebabkan oleh
kesalahan administrasi, perubahan rumusan
yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau
revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi
administratif.

Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

berupa  perubahan rincian anggaran = yang

disebabkan penambahan atau pengurangan Pagu

Anggaran, termasuk pergeseran rincian

anggarannya, meliputi:

a. Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber
dari PNBP;

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber
dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam
negeri, termasuk Pemberian Pinjaman/hibah;

c. perubahan anggaran belanja yang bersumber
dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana
penerbitan SBSN yang tidak terserap pada
tahun 2016;



2017, No.972

perubahan anggaran belanja pemerintah pusat
berupa pagu untuk pengesahan belanja yang
bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri
yang telah closing date;

perubahan anggaran belanja dan/atau
pembiayaan anggaran sebagai akibat dari
perubahan  kurs, perubahan  parameter,
tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan
kewajiban;

perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
dan/atau

perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas,

Keluaran (Output), dan lokasi.

Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal Pagu

Anggaran tetap, meliputi:

a.

pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08
(BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L
atau antar subbagian anggaran dalam Bagian
Anggaran 999 (BA BUN);

pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program
yang sama atau antar Program dalam 1 (satu)
bagian anggaran yang bersumber dari rupiah
murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya
Operasional;

pergeseran rincian anggaran untuk Satker
Badan Layanan Umum yang sumber dananya
berasal dari PNBP;

pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari
PNBP yang berasal dari instansi penghasil;
pergeseran anggaran untuk penyelesaian sisa
kewajiban pembayaran Kegiatan/proyek yang
dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun
anggaran sesuai dengan hasil audit Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
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pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program
yang sama atau antar Program dalam 1 (satu)
bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan
Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang
dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar
negeri;

pergeseran anggaran antara Program lama dan
Program baru dalam rangka penyelesaian
administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
sepanjang telah  disetujui oleh  Dewan
Perwakilan Rakyat;

pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program
yang sama atau antar Program dalam 1 (satu)
bagian anggaran untuk penyediaan dana untuk
penyelesaian  restrukturisasi = Kementerian/
Lembaga;

pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program
yang sama untuk memenuhi kebutuhan selisih
kurs;

pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program
yang sama untuk penyelesaian tunggakan
tahun-tahun sebelumnya;

pergeseran anggaran pembayaran kewajiban
utang sebagai dampak dari perubahan
komposisi instrumen pembiayaan utang;
pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang
sama atau antar lokasi dan/atau antar
kewenangan untuk tugas pembantuan, urusan
bersama, dan/atau dekonsentrasi,

pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor
baru;

pergeseran anggaran untuk penanggulangan
bencana;

pergeseran anggaran untuk penyelesaian
putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (inkracht);



